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Abstract: Public service provided by government has not satisfied society needs because bureau-
cracy cultureisstill influenced by feudalism values. That values enrich corruption practices, collu-
sion and nepotism at bureaucracy organization. Indonesiarecently hascomeinto reform eramarked
with the appearance of new spirit to render governance management based on the Good Gover-
nance principles. Government rendersthat principles by the preparation of Public Service Bill
draft, formation of Ombudsman’s Commission, and e government practices Inorder to public
service more efficient and effective, preventing from abuse of power and authority, breaking law,
and profligate manner, therefore government staff shall refer on the ethical code for government
staff. Thisarticle discussesthe problems engaged with bureaucracy culture, bureaucracy perfor-

mance, e_government, and Good Governance.
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BergulimyaeraReformad yangdimula pada
tahun 1998 telah memi cu muncul nyatuntutan per-
bai kan terhadap kualitas pelayanan yang dilakukan
oleh aparat birokrasi pemerintah. Hal ini tidaklah
mengherankan, sebab kualitas pelayanan birokras
yang selamaini diberikan kepadamasyarakat sangat
rendah dan malahan sarat dengan unsur Korups,
Kolusi dan Nepotisme (KKN). Birokrasi pada
masaOrde Baru padaumumnyabekerjatidak ber-
orientas dan berpihak padamasyarakat tetapi lebih
berorientasi kepada kekuasaan dan kepentingan
penguasasehinggamuncul istilah, misalnya: Asal
Bapak Senang (ABS). Padahal birokrasi sebe-
narnyamerupakan alat untuk mempermudah jaan-
nyapenerapan kebijakan pemerintah daam upaya
melayani masyarakat (Said, 2007:29). IstilahABS
merupakan istilah yang sangat populer dan mem-
budayapadaeraOrdeBaru. Dalamistilahini ter-
kandung pengertian bahwada am hubungan kerja
antaraseorang pimpinan dan bawahan, seorang staf
dalam bekerjasald u berusahamenyenangkan hati
pimpinan dengan berbagal cara, misalnya, berpura-
purasibuk sewaktu pimpinan melihat pekerjaannya,
senang menjelek-jelekkan orang lain kepada

pimpinan (bersifat menjilat), atau menyampaikan
laporan/informasi kepada pimpinan yang dibuat
dengan rekayasa dengan tujuan untuk menutupi
kekurangan/kel emahan atau kegagal an dalam be-
kerja Denganis lgporanyang Sfatnyamenyenang-
kanini, makastaf akan terhindar dari teguran pim-
pinan, pekerjaannyatidak adayang salah, dan pim-
pinan merasabahwasegd asesuatunyatelah berjdan
dengan baik-bak sgja.

K eberpihakan birokrasi kepada para pe-
nguasamenyebabkan pelayanan publik yang dilaku-
kanbirokras memiliki kecenderungan mengutama
kan kepentingan sendiri, mempertahankan status-
quo, resi sten terhadap perubahan, dan memusatkan
kekuasaan. Hal inilah yang kemudian memunculkan
kesan bahwabirokras cenderung lebih mementing-
kan prosedur daripadasubstand, |lamban dan meng-
hambat kemajuan. Menurut Idamy (1998:8), biro-
krasi cenderung bersifat patrimonialistik (tidak
efesien), tidak efektif (over consuming and under
producing), tidak obyektif, menjadi pemarah ketika
berhadapan dengan kontrol dan kritik, tidak me-
ngabdi kepadakepentingan umum, tidek lagi menjadi
aat rakyat tetapi telah menjadi instrumen penguasa
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dan sering tampil sebagal penguasayang sangat
otoritatif dan represif. Dalam penyelenggaraan
pelayanan publik, orientas padakekuasaan yang
amat kuat selamaini telahmembuat birokras menjadi
semakin jauh dari misinyauntuk memberikan pela
yanan publik. Birokras dan parapejabatnyalebih
menempatkan dirinyasebagal penguasadaripada
sebagal pelayan masyarakat. Akibatnyasikap dan
perilakubirokras dalam penydenggaraan pel ayanan
publik cenderung mengabaikan aspirasi dan
kepentingan masyarakat (Dwiyanto, dkk.,
2006:2).

Erareformas tidak terlepasdari semangat
untuk mewujudkan penye enggaraan pemerintahan
yang berdasarkan prindp-prindp good governance.
Woujudnya adalah memastikan masyarakat
memperoleh pelayanan dari penyelenggaranegara,
baik itu menyangkut hak-hak ekonomi, sosial,
maupun budaya sebagaimana diamanatkan oleh
UUD 1945. Implementasi untuk mewujudkan
pring p-pringp good governance ditunjang melaui
penergpan asasotonomi daerah di manadisebutkan
bahwadd am rangka penye enggaraan pemerintahan
daerah, pemerintahan daerah mengatur dan
mengurussendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk
mempercepat terwujudnyakesg ahteraan masyara-
kat meldui peningkatan pelayanan, pemberdayaan,
dan peran sertamasyarakat. Di samping itu untuk
melindungi masyarakat dari pelayanan publik yang
tidak memadai, DPR bersamadengan Pemerintah
merancang Rancangan Undang-Undang (RUU)
pelayanan Publik. Sdainitujugadibentuk bebergpa
lembaga negara yang berhubungan erat dengan
aspek pelayanan publik, antaralain: (1) Komnas
HAM (tahun 1993), (2) Komisi Ombudsman
Nasional (tahun 2000), dan (3) KPK (tahun
2002).

Tulisan ini hendak membahas tentang
bagaimanaseharusnyaformat pelayanan publik di
erareformas. Bagaimanamewujudkan pelayanan
publik yang dilakukan oleh aparat birokras di era
reformas yang sesua dengan hargpan publik? Untuk
menjawab pertanyaan pokok tersebut makadaam
tulisanini akandiulasmengena kultur birokras,
kinerja birokrasi, good governance, e-govern-
ment, dan pelayanan publik.
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Kultur Birokrasi

Kultur birokras ataubudayabirokras seca
raumum dapat diartikan sebagai aka pikiran, nilai-
nilai dan sikap mental yang terdapat dalam suatu
organisas atau birokrasi pemerintahan. Menurut
Said (2007:189) kultur birokrasi ialah karakter
kolektif masyarakat dalam menghayati dan
memperlakukan birokras, jadi tidak terbatas pada
perilaku aparatur birokrasi. Kultur birokras sering
menjadi tolok ukur dari pelaksanaan nilai-nila suatu
kelompok besar atau kecil, padaorganisas peme-
rintahan. Karenakultur birokras sering dijadikan
tolok ukur, makabaik buruknyabirokras tergantung
padakultur yang melingkupinya. Oleh karenaitu,
apabilaorganisas pemerintahan memiliki kultur
pelayanan yang buruk, maka dengan sendirinya
birokras tersebut dianggap tidak memiliki budaya
birokrasi yang baik. Bagaimanakultur pelayanan
birokras di Indonesiapadaumumnya?

Kultur birokrad di Indonesapadaumumnya
masi h dipengaruhi nilai-nilai feodaisme. Di dalam
struktur birokras K ergjaan Jawa, sistem pemerin-
tahan diatur secaraterpusat yang bersifat otokratis,
segd akekuasaan terkonsentras padalevel pemerin-
tahan kergaan. Paraabdi dalem atau golongan
bangsawan kerajaan hanya mencurahkan kepen-
tingannyauntuk kepentingan rgjaatau Sultan, bukan
kepentingan rakyat (Dwiyanto, dkk. 2006:26).
Kultur birokras yang bersandarkan padanila-nila
feodal masih mempengaruhi budayabirokras di
Indonesiasaat ini. Sebagai contoh, padasaat Anda
mengurussartifikat tanah, gpakah Andamendapatkan
perlakuan seperti seorang ‘ penguasa ? Tentu tidak.
Andaharuspanda menjagasikap, bisajadi dengan
merendahkan diri, berbesar hati bilapegawainya
tidak menunjukkan sikap ramah, atau bahkan
berbulan-bulan harusmenanti pel ayanan pengukuran
tanah hanyakarenaAndamenggunakan jalur resmi
bukan jalur “tol” ? Padahal, bilamerujuk kepada
konsep demokrasi, demos berarti rakyat dan kra-
tein berarti berkuasa sehinggademokrasi mempu-
nya arti rakyatlahyang berkuasa. Dengan demikian
makaseharusnyarakyatlah yang mendapat pelaya-
nanyang istimewabukan birokras itusendiri.

Kultur birokras sebagaimanadisebutkan di
atas, di manalekat dengan pengaruh nilai-nilai feo-
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dalisme, sebenarnyatidak terlepasdari aspek masa
lalu Indonesia baik pada masa kerajaan maupun
masapenjgahan Kolonia. Sgjarah birokras masa
kergjaan dilndonesia dapat dilihat pada periode
kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Maja-
pahit, Kutal, ataupun Mataram. Padamasakergjaan-
keragjaan tersebut, birokrasi diciptakan memang
bukan untuk melayani dan mengabdi kepadarakyat,
tapi ditujukan untuk menguatkan dan mempertahan-
kan kekuasaan rgasehinggargamampu memerintah
rakyatnya selama mungkin. Kondisi tersebut
disebabkan padawaktu itu berkembang anggapan
di masyarakat luas yang menganggap rgjasebagai
s0s0k yang mempunyai kel ebihan dibanding rakyat-
nyaseperti daam ha menyg ahterakan, mdindungi,
menghidupi dan atau bahkan berhak menentukan
hidup matinyaseorangrakyat. Kondis tersebut da-
pat tergambarkan dalam kehidupan pada masa
Kergaan Sriwijayadan Mg apahit. PadamasaKera-
jaan Sriwijayawa aupun sudah adapembagian tugas
ddambirokras pemerintahan, namun semuakewe-
nangan dan kekuasaan masih terpusat padaraja.
Aspek-agpek yang sfatnyamistismaupun yang ber-
hubungan dengan kehidupan masyarakat bak yang
bersfat 9pil maupun militer terjadi dalam hubungan
antarargadenganrakyatnya. Konsep kekuasaan
yang dimiliki rgatidak hanyabersfat fisk, namun
jugameliputi aspek-aspek supranatural yang antara
lain ditunjukkan dengan kesaktian atau kemampuan
menguasal hal-hal yang bersfat mistis. Dalam hal
ini terlihat kekuasaan rgabegitu nyatadan sentrdigtis
dimana sega asesuatu yang menyangkut kehidupan
berkenegaraan bergantung di tangan rgja. Sedang-
kan padamasakerg aan Mg apahit, orientas biro-
kras yang diciptakan dalam rangkapenguatan ke-
kuasaan rgjajelasterlihat misalnyadaam bidang
pemungutan pajak yang dilakukan secara aktif.
Untuk meningkatkan usahada am bidang ketahanan
ekonomi makapembinaan wilayah dilakukan secara
intengif, tidak hanyamelaui ikatan keluarga, tetapi
jugameaui mekanisme pemungutan pgjak.

Kultur birokras Indonesiaselainterbentuk
dari pengaruh masaKolonia dan sistem kergjaan
juga dipengaruhi oleh konsep birokrat sebagal
pangreh praja. Pangreh praja padamasalalu ada-
Iah orang-orang pribumi yang berkuasadi daerah
wilayahnya, yang padaumumnyaterdiri atasraja
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rgjadan jugaparapembantunya, dimanaterdapat
hirarki antara atasan-bawahan (Ngadisah &
Darmanto, 2007:45). Pada masa lalu jabatan
pangreh praja sangat terhormat dan tinggi prestise-
nya, sehinggaparacaon pamong prga(pemagang/
suwita) sangat sabar menunggu untuk diangkat
menjad pangreh/pamong praja. Cara nyuwita
merupakan mengabdi tanpakesaimbangan hak dan
kewajiban sebagai suatuistilah magang oleh para
priyayi. Sebagai contoh, hubungan priyayi dengan
rakyatnyaada ahidentik dengan hubungan kawula
dan gusti menurut tradisi jawakuno. Dilihat dari
kesedergjatan hubungan antara pemagang dengan
majikannya, maka hubungan tersebut merupakan
hubungan patron-klien, yaitu hubungan yang
menunjukkan ketidakseimbangan antarahak dan
kewajiban seperti halnyahubungan majikan dan
buruh. Buruh sangat tergantung padamajikannya
demikian pulapemagang (suwita) sangat tergantung
kepadapriyayi/pamong prgja Padamasalau pejabat
Belandadan Jawamenuntut bawahannyamemper-
lihatkan sikap penghormatan yang layak kepada
mereka. Jika seorang priyayi yang lebih rendah
kedudukannyaakan berkunjung ke seorang pej abat
yang lebihtinggi makadiaharusturundari kudanya
dan berjdan kaki memasuki gerbang rumah pe abat-
nya. Priyayi bawahan tersebut harus menunjukkan
bahwa kedudukan mereka lebih rendah, yang
ditunjukkan dengan penggunaan pakaian, kerisyang
|ebih sederhana, sertadengan telanjang kaki. Demi-
kian pulajikaakan masuk kerumah, sanddnyaharus
dilepasatau dismpan di luar, dan masuknyalewat
pintu samping, karenamerasabukan orang penting.
Pintu depan seorang priyayi atasan hanyaditujukan
bagi priyayi yang kedudukannya seimbang atau
sedergjat. Keadaan ini jugaberlaku bagi isteri dan
keluarganya, dimanasikap sosadnyaharusdisama
kan dengan kedudukan dan dergjat suaminya.
Budayapangreh praja padaakhirnyaikut mewarna
kultur birokras di Indonesameaui konsep patron-
klien. Konsep patron-klienini merupakan sdah satu
penyumbang kultur ABS(Asal Bapak Senang).
Sebab bawahan harus berlaku sangat menjagapera
saan majikan, dan bawahan hidupnyatergantung
padamgjikan. Sementaramajikan memiliki prestise
yang harusdijagakehormatannya Agar sding keter-
gantungan tersebut dapat berlangsung terus, maka
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bawahan cenderung bers kap menyenangkan mgji-
kan. Sementaramgjikan memdiharaprestisemedui
sikapyang formal, kaku, dan anti kritik.

Kultur birokras lainnyayang padaumumnya
dianggap mempengaruhi birokras Indonesaaddah
kultur Jawa. Sebagal contoh, perilaku birokras yang
sddudiwarna dengan skap nyuwun sewu (permis
untuk ijinmelakukan sesuatu). [ni merupakan skap
sopan yang harus dilakukan orang Jawa, yang
kekuasaannyaatau umurnyalebih rendah dari orang
tersebut. Dampak dari sikap nyuwun sewu ini me-
lahirkan budaya mintapetunjuk. Budayanyuwun
sewu harus diperlihatkan seorang bawahan agar
tidak dianggap melampaui kekuasaan yang dimiliki
atasannya Ddam birokras pemerintahan yang kaku,
apabilaada pertemuan di antaraaparatur pemerin-
tah, makabawahan jarang bertanyadantidak akan
menjawab kalau tidak ditanya. Merekaberusaha
untuk tidak mengekspresikan pemikirannya, karena
dianggap menggurui atasannya. Selainitu adajuga
budayacaos dan sowan yaitu budayaberkunjung
ke atasan dengan membawa sesuatu baik berupa
barang atau uang. Dalam prakteknya budayaini
dijadikan saranauntuk menyenangkan hati pengua-
sa dengan harapan sang penguasa akan mem-
perhatikan bawahannya. Praktek itu sampai saat ini
terkadang masih dijumpal, di manapgabat dari kota
atau pusat yang datang ke daerah-daerah akan di-
sambut dengan upacaradenkemeriahan, danpulangnya
akendiberi den-dehaauhes| pemberiandari rekyatnya

Kinerja Birokrasi

Berdasarkan datadari Badan K epegawaian
Negara (BKN) tahun 2006. Jumlah PNS di
Indonesiaseluruhnyaberjumlah 4.083.360 jiwa.
Penyebarannya berdasarkan tingkat pendidikan
terlihat padaTabel 1.

Tabel 1. Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan

Mo  Tighat Pendidiom Fmlak w
1 5D 100066 245
2 ILTP 125 154 314
E; SLTA 156301 3731
4 TIPI 75355 192
5 TIP.I 625501 1557
f TP, I 4250 z30
7 TIP.T7 9740 023
g 31 116650 2857
o 52 91111 223
0 =3 7514 0.l

FmEBR Ve 1] 00

Sumber: BKN, 2008
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Secarateoritisjumlah PNS sebesar kurang
lebih4jutajiwaini sebenarnyasudah memada untuk
melayani sekitar 230 jutapenduduk Indonesia(me-
nurut data statistik Tahun 2008 Biro Pusat Statistik
Indonesia), namun pada kenyataannya tidaklah
demikian. Mekanisme penyebaran, pengalokasian,
dan standar kompetens pegawai yang pekat dengan
nuansaK KN menyebabkan kinerjabirokras Indo-
nesiadianggap buruk. Dari total jumlah pegawal
yang adadi seluruh Indonesia, 55% nyaberkinerja
buruk sebagai contohnya, parapegawai ini hanya
mengambil gajinyatanpaberkontribusi terhadap
pekerjaannya(Kompas,2006: 22).

Penilaian terhadap baik buruknyakinerja
birokras dapat diketahui dari pendapat masyarakat.
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh
surat kabar Kompas ( 2007: 24), mengenal pan-
dangan masyarakat terhadap penyelesaian masaah
yang dilakukan oleh birokrasi menunjukkan pen-
dapat sebagaimanapadatabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Pandangan masyarat terhadap Kinerja Birokrasi
dalam Menangani Permasal ahan

Sepels Makiin  Tetap  Tetap DRk Tidak
Ealk Baik Bmi: PBmik  Tim
(] (%) (¥ (%] ey
Paranzatan konopei 122 17.1 &0 320 IR
Ble sejabteraan cosil 132 244 04 252 28
Parpe dian lapanzan 0.4 142 ] 468 22
Lerja
Pelayrsmuar Be sehuatam a7z 318 252 133 23

Sumber: Kompas, Senin 8 Januari 2007

Tabel 2 menunjukkan bahwakondisi pena-
nganan korups dan penyediaan lgpangan kerjayang
dilakukan birokrasi dinilai semakin buruk. Hal itu
memperlihatkan bahwaberbaga langkahyang dila
kukan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat
belum menunjukkan hasil yang maksimal. Masya
rakat menjadi semakin skeptisterhadap usaha-usaha
yang dilakukan ol eh pemerintah untuk meningkatkan
dergat kehidupan masyarakat.

Daamlingkupyanglebihluaslagi penilaian
kinerjabirokrasi di Indonesia, jugadapat dinilai
berdasarkan survel yang dilakukan oleh The Politi-
cal and Economic Risk Consultancy Ltd.
(Kompas, 2005:24). Indonesiamenduduki pering-
kat kedua terburuk dalam hal kepengurusan ijin
investas oleh birokrasi. Prosedurnyapanjang se-
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hinggamembutuhkan waktu dan biayabesar. Ber-
dasarkan survei PERC, Indonesiahanyalebih baik
dari India, dapat dilihat padatabe 3 sebagai berikuit:

Tabel 3. Penilaian Birokrasi di Asia

Hezra Hiki Hegara Hilai
Srumpnra 22 Filipma 6.2
Horgkong 3l lalaysia G435
Jepang 45 Chira T3
Eoera Salatan 140 TWisthan .63
Tatbaran 55 Tdotesia 8.2 (th 2005

T.57 ith 20047
Thailand Sk Tudia 2.05

Sumber: Litbang Kompas, Sabtu, 10 Desember 2005.
Catatan: Nilai berkisar 0— 10, nilai 0 adalah terbaik dan nilai
10 adal ah terburuk.

Penilaian terhadap buruknyakinerjabiro-
kras di Indonesiajugatercermindari jumlah prosedur
yang harusdilaui masyarakat dalam hal pendirian
usahadi Indonesia Jumlah prosedur pendirian usaha
yang harusdilaui di Indonesiadibandingkan dengan
negara-negara sekitarnyatercermin dalamtabel 4
sebagai berikut:

Tabel 4. Perbandingan Pendirian Usaha

Lepek Fdomesia  Fata-Tata Fegional
Jaonlsh prose dor 12 ]
Wkt (hari) 151 il

Sumber: Litbang Kompas, Sabtu, 10 Desember2005

Seperti yang digambarkan Menko Pereko-
nomian, untuk mendapatkanizin usahadi Indonesia
harusmelewati 151 meja, sementaradi Malaysia
20 mgja, dan Singapura hanya 5 meja. Redlitas
buruknyakinerjabirokras jugadapat dinilai dari
penilaian mengena pelayanan publik yang dilakukan
oleh aparatur pemerintah daerah (Ditjen Otda—
Depdagri, 2007:14), yaitu:

1) terjadinyatumpang tindih pelayanan publik
karenabelumjeasnyabatas-bataskewenangan
antaratingkat pemerintahan

2) terjadinyaggdadokas APBD lebihuntuk biaya
aparatur (overhead cost) dibandingkan biaya
untuk pelayanan publik

3) belum adanya transparasi mengenai standar
pelayanan publik, biaya, prosedur dan waktu
penyelesaian

4) pemda cenderung belum responsive untuk
menanggapi kel uhan masyarakat tentang kuditas

pelayanan publik
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5) masihsulit mendorong sikap entrepreneurship,
inovatif, dan kregtif di kalangan birokras pemda

6) pemdamasihsulit untuk membuat kebijakan
daerahyang kondusif untuk investas

7) masih sulit mengubah budaya dari dilayani
menjadi melayani

Dengan kultur birokrasi di Indonesiayang
tidak berpihak kepadamasyarakat, dapat menye-
babkan terjadinyaketidakstabilan politik. Terce-
tusnyareformasi 1998, salah satunyadipicu oleh
birokrasi pemerintahan yang cenderung memper-
tahankan statusquo tanpasegera berusshameres-
pon ketidakpuasan yang sudah terakumulasi di
masyarakat. Sebagaimana diketahui, salah satu
tuntutan reformasi 1998, adalah menghapuskan
KKN. Warning masyarakat terhadap permasa ahan
birokras dikarenakantelahterjadi organizational
slack, sebagamanadinyatakan |damy (1998:8) yang
menyebutkan adanyakeadaan birokrasi publik di
sektor pemerintahan, pendidikan dan kesehatan dan
sebaganyaberadadd am suatu kondis yang ditandai
dengan menurunnyakuditas pelayanan yang diberi-
kannya. Masyarakat pengguna pel ayanan banyak
mengel uhkan akan lambannya penanganan peme-
rintah atasmasa ah yang dihadapi dan bahkan mere-
katelah memberikan semacam public alarm agar
pemerintah sebagal indans yang paing berwenang,
responsif terhadap semakin menurunnyakualitas
pel ayanan kepadamasyarakat dan segeramengam-
bil inisiatif yang cepat dan tepat untuk menanggu-
langinya. Berdasarkan tuntutan masyarakat tersebut,
pemerintah berupayamengubah kultur birokras
dengan berpijak padakonsep good governance.

Good Governance

Konsep governance pertama kali diper-
gunakan di duniausahaatau korporat denganistilah
corporate governance (Dwidjowinoto, 2002:8).
Daam pemerintahan Indonesia konsep ini baru
digunakan sekitar tahun 1990-an. Konsep ini sebe-
lumnyajarang digunakan karenasudah adakatayang
hampir sepadan yaitu government yang sering
dikaitkan dengan kepemerintahan. Keduakataini
memiliki arti yang samayaitu the act of governing
atau the state of being governed. Namun, akibat
katagovernment dianggap kental dengan nuansa
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pemerintah, makakatayang dipilihuntuk disanding-
kan dengan konsep ‘good’ adalah governance.
Apabilakatagovernment yang dipilih, dikhawa-
tirkan secarakonseptud akan cenderung berorientas
padapemerintah (yang bertindak sebagal penguasa)
bukannyakepadapublik.

Penggunaan istilah governance oleh kalangan
bisnisatau korporat, mempunyal prindp dasar mana:
jemen profesional yang * memisahkan kepemilikan
dengan kepengelolaan”. Sedangkan Corporate
Governance oleh Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) diartikan
sebagal “struktur yang olehnya para pemegang
saham, komisaris, dan mang er menyusun tujuan-
tujuan tersebut dan mengawasi kinerja (Tjager,
2003:27) dimana prinsip-prinsip utama dalam
governansi-korporat adalah (1) transparans, (2)
akuntabilitas, (3) fairness, (4) responsibilitas, dan
(5) responsivitas.

Pada akhir tahun 1990-an terjadi proses pem-
belgjaran dari sektor publik ke sektor bisnis. Salah
satu buku yang kemudian menjadi acuan bagi setigp
pimpinan pemerintah adal ah Reinventing Govern-
ment yang ditulisolehn Osbornedan Gaebler (1992:
35). Di dalam buku tersebut termuat penggunaan
praseentrepreneurial government yang bersing-
gungan dengan duniabisnis, dan lebih khususlagi
menyangkut efektivitasdan efisens. Di ddambuku
ini memuat redefinis kembali secarafundamental
mengenal peranan pemerintah antaralanddamhal
steering rather than rowing atau meeting the
needs of the customer, not the bureaucracy.
Gerakan Good Corporate Governance kemudian
berimbaske sektor publik. Setelahitukonsep Good
Governance (GG) menjadi terkenal dan lembaga-
lembagainternasional seperti Bank Dunia, PBB,
IMF meletakkan GG sebagai tolok ukur bagi
negara-negarayang berhasi| dalam pembangunan-
nya. Bahkan konsep tersebut jugadigunakan sebagal
kriteriadaam rangkapemberian bantuan. Semenjak
itu GG dianggap sebagal istilah standar yang
digunakan di bidang pemerintahan atau organisas
publik.

Adapun mengenai definis GG itu sendiri
sampai sekarang belum adakesamaan, masih ba-
nyak pihak yang belum sepakat. Bank Duniamende-
finiskan GG sebagai the way state power is used

Jurnal lImu Administrasi Negara, Volume 9, Nomor 2, Juli 2009: 123 - 133

in managing economic and social resources for
development of society. Sedangkan Administrasi
Publik Indonesia, melalui LembagaAdministras
Negara Rl (LAN-RI) mengartikan GG sebagai
kepemerintahan yang baik yang berarti penyeleng-
garaan negarayang solid dan bertanggungjawab,
sertaefisendan efektif, dengan menjagakesnergisan
interaks yang kongtruktif di antaradomain-domain
negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dari konsep
ini disusun sembilankarakteristik GG(Dwidjowinoto,
2002:13) yaitu participation, rule of law, trans-
parency, responsiveness, Consensus orientation,
equity, effectives dan efficiency, accountability,
danstrategic vision.

Strategi implementas GG sebenarnyatidak
jauh berbeda dengan mangjemen Good Corporate
Governance yang berarti menyangkut empat aspek
pokok proses mangj emen yang menyangkut peren-
Canaan, pengorgani sasian, penerapan, dan penga-
wasan. Perencanaan harusmemperhatikaningtitus
atau bidang kerjapokok yang perlu didahulukan
untuk implementast GG. Dalam hal ini pelayanan
publik harusmenempati prioritasterutamadaam ha
pelayanan kewargaan, pelayanan kesehatan,
pelayanan pendidikan, dan pelayanan ekonomi.

Dengan masuknyakonsep GG dalam pe-
ngel ol aan mang emen pemerintahan makadiperlu-
kan adanyarepositioning dengan menyusun agenda
kebijakan reformasi administrasi negaradengan
mensinergikan orientas rule governance dan goal
governance. Hughes (dalam Suryono,2002:8)
mengatakan : .....the best parts of the old model
professionalism, impartiality, high ethical stan-
dards, the absence of corruption can be main-
tained, along with the improved performance a
managerial model premises”. Oleh sebab itu,
daam mengimplementaskan GG diperlukan adanya
UU atau pun lembagayang dapat menjamin keber-
langsungan GG seperti adanyaK omis Ombudsman.

Pada saat ini Indonesiatengah menyusun
RUU Pdayanan Publik. Sebaga manasudah dissbut-
kan bahwakebutuhan adanyaRUU atau pun Komis
Ombudsman merupakan bagian yang tak terpisah-
kan dalam mewujudkan GG. Sesuai dengan RUU
Pelayanan Publik, makaddam medakukan pdayanan
publik, lembagapemerintah diawas oleh Pengawas
Intern dan Pengawas Ekstern. Pengawasan intern
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dilakukan oleh atasan langsung sertaoleh aparat

pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Sedangkan penye enggaraan
pengawasan ekstern dilakukan oleh Ombudsman
yang memiliki fungs dan kewenangan pengawasan

Sesual dengan peraturan perundang-undangan serta

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa

laporan atau pengaduan masyarakat tentang pe-
nyimpangan dan kelemahan ddam penydenggaraan
pelayanan publik.

Ddammendukung tercapainyaGG Komis
Ombudsman memainkan peranan yang penting.
Sebab sebagai |lembagaindependen yang bertugas
mengawasi pemberian pelayanan oleh aparatur
negara kepada masyarakat, Komisi ini memiliki
tujuan:

1) mendorong penye enggaraan pemerintahanyang
bersih, baik di pusat maupun di daerah, sesuai
dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik, dalam kerangka negara hukum yang
demokratis, trangparan, dan bertanggungjawab;

2) meningkatkan mutu pelayanan oleh negaradi
segd abidang, sehinggasetigp warganegaradan
penduduk Indonesamemperoleh keadilan, rasa
aman, serta peningkatan kesgjahteraan,

3) membantu menciptakan serta meningkatkan
upaya pemberantasan praktek-praktek
maadmingrag, diskrimined, kolug, korups, dan
nepotisme;

4) meningkatkan budaya hukum nasional dan
membangun kesadaran hukum masyarakat,
sehinggasupremas hukum dapat ditegakkan
untuk mencapa kebenaran dan keadilan.

SdanKomis Ombudsman atau punranca
ngan RUU Pelayanan Publik, aspek lain yang tak
kalah penting dalam mengimplementasikan GG
adalahe_government. E_government merupakan
saranapeningkatan pel ayanan publik yang efektif dan
efiden.

Pelayanan Publik Melalui E-Government
Upayapemerintah menjadikan Teknologi
Informas sebagai jembatan membangun pemerin-
tahan yang demokratis, trangparan, dan mel etakkan
supremas hukum dikembangkan meldui e-govern-
ment (disingkat e-govt). E_government telah
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disashkanméaui InpresNo. 3Tahun 2003. Artinya
dengan adanyal nprestersebut makapenerapan e-
govt mengikat seluruh lembagayang ada, sehingga
dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah
diwgjibkan mengembangkan e-govt. Perbaikan
pelayanan publik perlu dikaitkan denganinovas
daambirokras dan pentingnyapenggunaan T1 untuk
perbaikan sistem pelayanan, peningkatan produk-
tivitas, maupun efisens. Dengan demikian E-govt
merupakan aplikasi Tl yang diharapkan dapat
meningkatkan performance pemerintahan dan
memenuhi hargpan publik akan peningkatan kuditas
pemerintahan.

Santosa(dalam Rahmi & Iskandar,2003:2)
menyatakan bahwapengembangan e-govt diartikan
sebagal upayamengembangkan penyelenggaraan
kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam
rangkameningkatkan kuditaslayanan publik secara
efisendan efektif. Konsep efektif dan efisienini
menurut Santosa senadadengan tujuan dikembang-
kannyae-govt yaitu untuk mewujudkan pemerin-
tahan yang efektif dan efisien, transparan dan ber-
tanggungjawab dalam rangka mendukung good
governance.

Implementas e-govt kebanyakan dimulai
dari layanan yang sederhana yaitu menyediakan
informas yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagal
bentuk keterbukaan (transparans) agar hubungan
antar berbagai pihak menjadi lebih baik. Mengacu
pada konsep World Bank penggunaan Tl dalam
rangkape ayanan publik memungkinkan pemerintah
mentransformasikan hubungannyadengan masya-
rakat, duniabisnis, dan pihak lain yang berkepenti-
ngan. Upayamewujudkan konsepe-govtini diarah-
kan padapemanfaatan Internet.

Sementara itu mengacu pada pendapat
Javaladi (dalam Istianda, Darmanto, Rachmatini,
2007:33) pengembangane_govt dinyatakan berhesi
gpabilatelahmeaui tahap:

1. Ingtans pemerintah mempunyai website yang
dapat menygjikan informasi standar, seperti
tentang organi sasinya, tugaspokok danfungs,
beritapenting, Saran pers, dan datatatistik.

2. \\ebsite pemerintah mampu memberikan komu-
nikas interaktif baik internal maupun eksterna
terhadap masyarakat, dimana pada tahap ini
telahterjdinkomunikas internd (insans peme-
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rintah), maupun eksterna (masyarakat luas). Di
sini masyarakat luassudah dapat mencari infor-
masi maupun memberikan masukan kepada
instand yang bersangkutan.

3. Website telah mampu memfasilitas transaks.
Dalam hal ini yang dimaksud adalah bentuk
pel ayanan kepadamasyarakat tanpamasyarakat
tahuliku-liku birokras di belakang, misalnya,
dalam kaitannyadengan jasa perbankan, nasa-
bah dapat memindahbukukan tanpa perlu ke
Bank.

4. Website telah mampu melakukan komunikasi
terintegras denganunitlain.

Implementad e-govt di lingkungan birokras
pemerintahan apabilasesuai dengan harapan dan
kepentingan masyarakat akan dapat memberikan
manfaat, kepuasan, dan padagilirannyamenyejah-
terakan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan
publik, menurut Kinanto(2006:15) terdapat tiga
dimens yang harus diperhatikan dan diwujudkan,
yatu:

1. Kehijakan: Apakah kebijakan ddam pemberian
pel ayanan memang sudah benar-benar ditujukan
untuk kepentingan masyarakat;

2. Kdembagaan: Apakahlembaga-lembagayang
dibentuk oleh pemerintah daerah sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Kelembagaan juga
menyangkut Sruktur organisad, tatanilal dantata
laksang;

3. Sumber DayaManusia(SDM): Apakah SDM
yang memberikan pelayananjugate ah memiliki
kompetens tertentu, karenasaat ini telah terjadi
perubahan-perubahan nilai dimanamasyarakat
merasamemiliki hak untuk mendapatkan pe-
layananyanglebihbaik.

Untuk dapat mengembangkan kapasitas
gparatur pemerintah dalam rangkapel ayanan publik
menurut Kinanto (2006:17) diperlukan: 1) peruba-
han paradigmayaitu orientas kerjaaparatur daerah
tidak lagi padaorganisas tetapi kepadakebutuhan
dan kesgjahteraan rakyat yang dilakukan dengan
meningkatkan pelayanan publik, dan 2) aparatur
daerahadalah’dat” untuk melayani publik, bukan
sebaliknya publik yang harus melayani mereka.
Paradigmaini harustercermin dalam kesadaran
peran dan tertuang dalam budayaorganisas peme-
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rintah daerah. Setigp orang yang menduduki setiap
posis dalam struktur organisas, harus sadar tentang
peran yang harusdijaankan yaitu melayani masya
rakat. Budayaorganisas harusdiperkuat sehingga
setiap anggota organisasi pemerintah daerah
mempunyai referens nilai yang sama, manayang
bol eh dil akukan dan manayang tidak boleh dilaku-
kan. Perseps di atassesual dengan hasil pendlitian
yang dilakukan oleh Istianda, Darmanto, dan
Rachmatini(2007:41) menyangkut tentang e-govt
pemerintah kotaDepok dimanakeberhasilan pemkot
Depok dalam penerapan e-govt tergantung pada
SDM, saranadan prasarana, sertakeinginan kuat
dankonsgstens pimpinan daam menjdankan Inpres
No. 3 tahun 2003.

Penggunaan dan optimalisas teknologi da-
sar dan menengah dalam birokras memungkinkan
berlangsungnyakomunikasi interna dan eksternal
pemerintah secaracepat, tepat, sederhana, berjang-
kauan luas, dan memiliki kesanggupan menjalin
jaringan. Inovas danintroduks Tl daam birokras
bisa dimanfaatkan untuk menurunkan biayadan
meningkatkan efektivitas, yang merupakan duafitur
yangdiinginkan dari ssmuakerjapemerintahan, dan
yang terutamadalam hal pelayanan publik (Said,
2007:286). Selanjutnya Said menyatakan bahwa
masa ahyang muncul ddaminovas dan penggunaan
Tl adalah terbatasnya keterampilan dan kultur
birokras gpil. Pegawa negeri dpil harudah sanggup
dan bersediauntuk mendukunge_govt atau setidak-
nyaharusbersediabegar dan berubah. Kultur yang
adaddamtubuh birokras gpil menentukan penilaian
terhadap kemungkinan kehilangan yang akah diha
silkan oleh penerapan e_govt terhadap individu
pegawal negeri Spil danjugaterhadap kekuatan dan
efektivitasdari lobi anti perubahan. Sdainitudiper-
lukan koordinasi dan upayayang dibutuhkan baik
dalam maupun antarpemerintah untuk diperkuat
terlebih dahulu sebelum aplikas e-govt diterapkan
untuk menghindari penggandaan, menjamin opera:
bilitas dan memenuhi ekspektasi-ekspektasi para
pengguna. Dalam hal ini pemimpin sektor publik
harusberkomitmenterhadape_govt, memimpindan
membangun dukungan luas baginya, dan berani
untuk belgjar. Hal ini akan menghadirkan tanda-
tandapositif yang sangat penting yang dibutuhkan
olehbirokras spil dari pucuk pimpinannya. Publik
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harusmemiliki keterlibatan pribadi dalam pengem-
bangane_govt. Hal ini harusdiperkuat dengan seca
raaktif, sungguh-sungguh dan kontinyu mengundang
partispas masyarakat ddam pengembangan aplikas
e_gov sehinggaaplikas Tl akan membentuk ke-
biasaan hidup dan kerja masyarakat. Yang perlu
diperhatikan juga adalah masalah privasi dan ke-
amanan. Ha ini harusditegaskan sgjak awa secara
terbuka dan ditangani secara profesional .Publik
dibatas untuk tidak melanggar wilayah privas dan
rahasiaini dan setigp beritaharusdibatas agar tidak
menjadi sebuah kemunduran yang besar yang
memiliki konsekuend jangkapanjang.

Pelayanan Publik yang Sesuai dengan Sema-
ngat Reformasi

Konsep pelayanan publik yang sesuai
dengan semangat reformad, tentunyaada ah konsep
pel ayanan yang mengusung prinsip-prinsip Good

Governance. Pelayanan birokrasi tersebut harus

merupakan pelayanan yang berorientas padake-

pentingan publik. Karenaorientas pelayanannya
adalah publik, makapelayanan yang dilakukan oleh
birokrat jugadiistilahkan sebagai pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan pdayanan yang dilaku-

kan oleh penydenggaranegara, penydenggaraeko-

nomi negara, korporasi penyelenggarapelayanan
publik, sertalembagaindependen yang dibentuk oleh
pemerintah.

Daam keputusan Menpan No. 81 Tahun

1993 disebutkan bahwapenye enggaraan pelayanan

publik harusmengandung unsur-unsur:

1. Hak dan kewajiban bagi pemberi pelayanan
maupun penerimapelayanan umum harusjelas
dan diketahui secarapasti oleh masing-masing.

2. Pengaturan setigp bentuk pel ayanan umum harus
disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan
kemampuan masyarakat untuk membayar, ber-
dasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dengan tetap berpegang padaefisens
dan efektivitas.

3. Mutu dan proseshasi| pelayanan umum harus
diupayakan agar memberi keamanan, kenyama-
nan, kelancaran dan kepastian hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

4. Apabilapdayanan umumyang dissenggarakan
olehingtans pemerintah terpaksaharusmahal,
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makainstans pemerintah yang bersangkutan
berkewgjiban memberi peluang kepadamasya
rakat untuk ikut menyel enggarakannyasesuai
dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pelayanan publik yang harusdilakukan di
erareformas agar sesua dengan tuntutan masyarakat
adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang
mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara
sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab,
dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari
korups, kolus dan nepotisme. Hdl ini sesual dengan
apa yang diamanatkan oleh Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara
Negarayang Bersih dan BebasKorups, Kolud, dan
Nepotisme. Oleh karenaitu agar pelayanan publik
bersih dan bebas KK N, penyelenggarapelayanan
publik mengacu padaasas (1) kepastian hukum, (2)
keterbukaan, (3)partisipatif, (4) akuntabilitas, (5)
kepentingan umum, (6) profesionaisme, (7) kesa-
maan hak, dan (8) keseimbangan antarahak dan
kewgjiban.

Sdanhd-ha yang tdah disebutkan, khusus
dari segi efisiens maka kualitas pelayanan publik
harusdihasi|kan perbandinganterbaik antarainput
dan output pelayanan. Secaraided, peayanan akan
efisien apabilabirokras dapat menyediakan input
pelayanan, seperti biayadan waktu pelayanan yang
meringankan masyarakat penggunajasa. Jugapada
Sis output pelayanan, birokras secaraideal harus
dapat memberikan produk pelayanan yang berkua-
litas, terutamadari aspek biayadan waktu pelaya-
nan. Efisens dari segi input dipergunakan untuk
melihat seberapajauh kemudahan akses publik ter-
hadap 9 stem pelayanan yang ditawarkan. Birokras
pelayanan publik yang korup akanditandal dengan
besarnyabiayaekstrayang harusdikeluarkan oleh
penggunajasadalam mengakses pelayanan.

Dukungan terhadap tersedianyapelayanan
publik yang bebasKKN akan ef ektif apabilapenye-
lenggarajugadilengkapi kodeetik. Kebutuhan akan
kodeetik berkaitan dengan aspek mordlitas. Kebe-
radaannyada am setigp organisas modern dibutuh-
kan untuk mencegah munculnya penyal ahgunaan
wewenang, kekuasaan, pel anggaran hukum, peng-
gunaanfadlitasnegaradan pemerintah untuk kepen-
tingan sendiri atau golongan serta perbuatan-per-
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buatan lainnyayang secaraetikadan moral tidak
dapat diterima. Kode etik dapat menjadi arah dan
pedoman bagi parapenyelenggaranegaradalam
bersikap, bertingkahlaku dan berbuat baik dalam
mel aksanakan tugas maupun pergaul an hidup sehari-
hari. Mengacu padabuku yang diterbitkan oleh

LembagaAdmnistras Negara(2003:281) mengena

Sistem Adminsitrasi Negara K esatuan Republik

Indonesia, makapadadasarnyakode etik penye-

lenggaranegaraatau pegawa negeri memuat prindp-

pringp sebagal berikut:

1) memberikan pelayanan umum secarasmpatik,
efisen, cepat, sertatidak diskriminatif;

2) memanfaatkan danapublik secaratepat, efektif,
danefisen;

3) dilarang menya ahgunakan jabatan dan kedu-
dukannyaatauinformas yangdimilikinyadaam
kaitan tugasnyauntuk kepentingan pribadinya
atau kelompoknya;

4) dilarang menerimakeuntungan dalam bentuk
apapun dari pihak ketigayang dapat dipandang
sebagal kolus;

5) memegang teguh kerahasiaan negaradan peme-
rintah dari segalaancaman yang merugikan baik
secaraekonomi, maupun politis,

6) menjunjungtinggi nila-nilai kebenaran, kgujuran
dan keha usan budi pekerti.

Dari penjelasan tersebut di atasagar kode
etik dapat terlaksana dengan baik, maka setiap
terjadi pelanggaran kode etik harusdiikuti sanksi
yangmemadal.

Padaakhirnyaterlepasdari ketentuan untuk
mengacu pada RUU pelayanan publik, kode etik,
atau pun TAP MPR No. XI/MPR/1998 upaya
menyediakan pelayanan publik tidak akan berhasi|
gpabilabirokras tidak melakukan perubahan skap
dan perilaku. Oleh karenaitu, birokras sangat perlu
mereformasi sikap dan perilakunya dengan cara
antaralain: (a) birokras haruslebih mengutamakan
sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal
pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan
menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan
kewenangan; (b) birokras perlu meakukan penyem-
purnaan organisasi yang bercirikan organisas mo-
dern, ramping, efektif dan efesien yang mampu
membedakan antaratugas-tugasyang perlu ditangani
danyangtidak perlu ditangani (termasuk membagi
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tugas-tugas yang dapat diserahkan kepadamasya
rakat); (c) birokras harus mampu dan mau mel aku-
kan perubahan sistem dan prosedur kerjanyayang
lebih berorientas padaciri-ciri organisas modern
yakni: pelayanan cepat, tepat, akurat, terbukadengan
tetap mempertahankan kualitas, efesens biayadan
ketepatan waktu; (d) birokras harusmemposiskan
diri sebagai fadilitator pelayan publik dari padaseba
gal agen pembaharu pembangunan; (e) birokrasi
harus mampu dan mau melakukan transformas diri
dari birokras yang kinerjanyakaku menjadi orge-
nisas birokras yang strukturnyalebih desentraidtis,
inovatif, fleksbel dan responsf.

SIMPULAN

Salah satu tugas aparatur pemerintah yang
sangat penting ddam erareformad ini adalah mem-
berikan pelayanan yang baik kepadapublik, sesuai
dengan amanah UUD tahun 1945, yang ditin-
daklanjuti oleh UU. No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah atau pembentukan peraturan-
peraturan pel aksanaannyatermasuk lembaga-lem-
baga pemerintah. Dalam praktek pel aksanaannya,
tugas pelayanan publik tersebut tidak mudah dilak-
sanakan. Kultur aparatur pemerintah dalam berhu-
bungan dengan publik masih dilandasi paradigma
lama, yaituingin berkuasadan mintadilayani, bukan
melayani masyarakat. Rakyat masih dianggap
sebagai golongan yang harusdiperintah, dan harus
melayani kepentingan pemerintah. Wal aupun pe-
merintah sudah berusaha dengan berbagai cara
seperti membentuk beberapalembaganegarayang
berhubungan dengan pel ayanan publik namun man-
faatnyanampaknyamas h belum banyak dirasakan
oleh masyarakat.

Pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi
pemerintahjugadirasakan mas h belum memuaskan
publik terutamadalam rangkaterwujudnyaGood
Governance. Salah satu aspek yang penting yang
perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitasdan
efisend pdayanan publik add ah dengan menerapkan
e_government. Namun untuk menerapkan e-govt
tersebut tidak mudah karenamenyangkut berbagai
aspek seperti saranadan prasarang, kesigpan SDM,
ataupun kemauan dari pimpinan sendiri untuk me-
ngembangan e_govt tersebut. Selain itu dalam
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mel aksanakan pelayanan publik yang bertanggung
jawab, makatidak dapat diabaikan faktor etikapara
penyelenggaranegara. Dalam menyel enggarakan
pemerintahanmekagparatur pameaintah harusbershdai
tindekan+tindekanyang dgpet merugikan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Badan K epegawaian Negara(BKN), diunduh dari:
http:/Amww.bkn.go.ig/stat_indo/index.php

Biro Pusat Statistik (BPS), diunduh dari: http//
www.datastetistik_indonesia.com/proyeks

Dwidjowinoto & Riant N., 2002. Good Governance:
History, konsep, dan strategi. Makalah
dipresentasikan. Jekarta: Universtas Terbuka

Dwiyanto, dkk., 2006. Reformasi Birokrasi Publik
di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada
Univergty Press.

Ditjen Otda-Depdagri. 2007. Grand strategy
implementasi otonomi daerah. Makalah
disampaikan dalam Refleksi 6 Tahun
Implementasi Otonomi Daerah. Jakarta.

Idamy, M.1., 1998. Agenda Kebijakan Reformasi
Administrasi Negara, Malang: Fakultas
[ImuAdminigtras-UniverdtasBrawijaya

Istianda, M., Darmanto, & Rachmatini, M. 2007.
Kajian terhadap Implementasi E_govt
pada Pemerintah Kota Depok. Laporan
Penditian. Jakarta: LPPM-Universtas Terbuka

Kinanto, T., 2006. Mgjalah Layanan Publik, Edis
XV/2006.

LAN-RI, 2003, Sistem Adminstrasi Negara
Kesatuan RI. Jakarta.

Ngadisah & Darmanto, 2007. Birokrasi Indonesia,
Jekarta: Universitas Terbuka

Osborne, D & Gaebler, T., 1992. Reinventing
government, USA: Addison- Wesley

133

Rahmi, E. & Iskandar Zulkarnain,2003. Electronic
government: sarana pemerintahan yang
baik (suatu kajian kebijakan teknologi
informasian komunikasi dalam penye-
lenggaraan pemerintahan).

http://simkum.wordpress.com/2008/05/08/el ec-
tronic-government-sarana-pemerintahan-
yang-baik-suatu-kajian-kebijakan-
tehnol ogi-informasian-komunikas -dalam-
penye enggaraan-pemerintahan/

Said, M.M., 2007. Birokrasi di Negara Birokratis,
Maang: UMM Press

Suryono,Agus, 2002. Pentingnya manajemen birokrasi
professional untuk mengatasi kemunduran
birokrasi dalam pelayanan public.

http: //publlk braNl Jayaac |d/s mple’us’J urnd/pdfflle’

Tjager, IN, dkk., 2003. Coorporate Governance:
Tantangan dan Kesempatan Komunitas
Bisnis Indonesia, Jakarta: PT Prenhallindo

UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dagrah

TAPMPRNo. XI/MPR/1998tentang Penydenggara
Negara yang Bersh dan Bebas Korups,
Kolus,danNepotisme.

Inpres No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan
Strategi Nasional Pengembangan E-
Government

Menpan No. 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata
laksanaPd ayanan Umum

Kompas. Senin 11 April 2005
Kompas. Sabtu 12 Juli 2005
Kompas, Sabtu 10 Desember 2005
Kompas. Senin 8 Januari 2007

Kompas. Jumat 12 Januari 2006





